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Law continually evolves in response to social developments within society;
as a result, its norms often become counterproductive in their enforcement.
This study employs a normative legal research method through a literature
review to examine and conclude the following: this review synthesizes
constitutional law research analyzing Article 27A of the Electronic
Information and Transactions Law (UU ITE), with a particular focus on the
phrase “another person” (orang lain) and its implications for freedom of
expression in the digital sphere. The analysis seeks to address legal
ambiguity and its impact on digital rights in Indonesia. Accordingly, the
provision is evaluated through relevant Constitutional Court decisions
concerning the phrase “another person,” assessing judicial and doctrinal
responses to restrictions on freedom of expression, examining compliance
with human rights standards, analyzing the consistency of law enforcement,

Court. and exploring prospects for legal reform. The findings reveal persistent
ambiguity in the phrase “another person,” resulting in multiple interpretations
and legal uncertainty, despite judicial efforts to narrow the scope of
defamation to individuals. While these efforts enhance legal clarity and
reduce arbitrary enforcement, the provision is deemed conditionally
unconstitutional and lacking binding legal force insofar as it is not
interpreted to mean “excluding government institutions, groups of persons
with specific or identifiable identities, institutions, corporations, professions,
or public offices.”

Abstrak

Hukum senantiasa berkembang mengikuti perkembangan sosial dimasyarakat, sehingga seringkali
normanya kontraproduktif dalam penegakannya. Penelitian dilakukan dengan Metode Hum Normatif
melalui studi kepustakan, untuk mengetahui dan disimpulkan; Tinjauan ini mensintesis penelitian
analisis konstitusional Pasal 27A UU ITE, dengan fokus pada frasa “orang lain” dan implikasinya
terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital untuk mengatasi ambiguitas hukum dan dampaknya
terhadap hak digital di Indonesia. sehingga dievaluasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait
prase ‘orang lain,” menilai tanggapan yudisial dan doktrinal terhadap pembatasan kebebasan
berekspresi, memeriksa kepatuhan hak asasi manusia, menganalisis konsistensi penegakan hukum,
dan mengeksplorasi prospek reformasi hukum. Temuan mengungkapkan ambiguitas yang terus-
menerus dalam frasa “orang lain,” menyebabkan multi-interpretasi dan ketidakpastian hukum
meskipun upaya peradilan mempersempit ruang lingkup pencemaran nama baik kepada individu,
yang meningkatkan kejelasan hukum dan mengurangi penegakan sewenang-wenang, sehingga
dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan
identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.”

Kata Kunci: Kebebasan berekspresi, Tindak Pidana ITE, Hak digital, Mahkamah Konstitusi
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. PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berkembang dan beradaptasi mengikuti masyarakat melalui
pembaharuan hukum manakala sudah destruktif terhadap manusia dan kemanusiaan.
Demikian juga halnya guna menjaga ruang digital Indonesia, telah diatur pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan,
dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau
Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum melalui Undang.Undang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE 2024). Namun dalam kenyataannya
walaupun telah terjadi pembaharuan UU-ITE, masih terjadi kesenjangan antara hukum yang
ideal (das sollen) tersebut dengan kenyataan dalam tataran prakteknya (das sein), sehingga
perlu dikaji lagi validitas Pasal-pasal tertentu agar selaras dengan Konstitusi Indonesia.

Masalah spesifik yang mendestruktif atas subjek hukum tertentu, sehingga perlu
dianalisa terkait interpretasi yang samar dan luas dan dianggap sebagai pasal karet, karena
ketidaksempurnaan norma terkait terma “orang lain” dalam Pasal 27A UU-ITE 2024 yang
berpotensi membungkam hak berekspresi, dengan mengkriminalisasi dengan pencemaran
nama baik dan telah menyebabkan beberapa kontroversi hukum dan penegakan yang tidak
konsisten (Sitanggang et al., 2025; Zhafira et al., 2023). Ketidaksempurnaan dalam
penyusunan UU ITE dalam asas- asas pembentukan peraturan perundang-
undangan menjadi hal yang perlu diteliti. Banyaknya kasus- kasus akan “pasal karet”
tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam perumusan UU ITE yang
memicu kejadian tersebut (Kendry Tan, 2022). Melalui intervensi tafsir yudisial melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, yang secara mengikat telah
membatasi pelanggaran pencemaran nama baik kepada individu, masih ada kesenjangan
yang signifikan dalam mengklarifikasi ruang lingkup dan penerapan ketentuan ini (Ramsi,
2025; Chariansyah, 2025) (Hadi, 2025). Perspektif yang bersaing ada: beberapa
berpendapat artikel tersebut melindungi martabat individu dan ketertiban umum, sementara
yang lain berpendapat itu menekan kritik yang sah dan kebebasan berekspresi (Muslim &
Solapari, 2024; Suparman et al., 2023). Konsekuensi dari kesenjangan ini termasuk efek
mengerikan pada ucapan digital, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan oleh
pihak berwenang ("EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg...", 2024; Ifan et al., 2025).

Penelitian tentang analisis konstitusional Pasal 27A UU-ITE 2024, yang secara
khusus berfokus pada frasa “orang lain” dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi
di ruang digital, telah menjadi diskursus dan memunculkan berbagai penyelidikan kritis
karena meningkatnya peran komunikasi digital dalam partisipasi demokratis dan
perlindungan hak asasi manusia (Ramsi, 2025; Listiyani & Christiyana, 2025). Sejak
diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008 dan terakhir diperbarui tahun 2024, kekhawatiran
tentang ambiguitas hukum dan keseimbangan antara melindungi kehormatan individu dan
menjaga kebebasan berekspresi telah meningkat dan menjadi momok yang menciptakan
ketidak pastina hukum dan ketidak adilan (Apandi et al., 2025; Safiranita et al., n.d.). Era
digital telah memperkuat pentingnya masalah ini, dengan lebih dari 371 penuntutan di
bawah Undang-Undang ITE menyoroti dampak praktis pada wacana publik dan ruang
demokrasi (Indriasari & Karman, 2025; Afisa et al., 2024). Evolusi ini mencerminkan
tantangan global yang lebih luas untuk mengatur pidato online sambil menghormati jaminan
konstitusional (Situmeang et al., 2025) (Wisanjaya & Widodo, 2024).

Kerangka konseptual berpusat pada interaksi antara kebebasan berekspresi,
kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam ruang digital (Haritjahjono &
Sodikin, 2025; Sitanggang et al., 2025; Pasaribu, 2024). Kebebasan berekspresi dijamin
secara konstitusional tetapi tunduk pada pembatasan yang sah untuk melindungi hak-hak
orang lain dan ketertiban umum (Eddy & Medaline, 2022; Wisanjaya & Widodo, 2024).
Ungkapan “orang lain” mewujudkan ketegangan ini, membutuhkan interpretasi hukum yang
tepat untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersaing ini (Ramadhan, 2024; Safiranita et
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al., n.d.). Kerangka kerja ini memandu analisis implikasi konstitusional Pasal 27A dan
dampaknya terhadap hak digital.

Tujuan dari tinjauan sistematis dalam penelitian ini adalah untuk memeriksa secara
kritis interpretasi konstitusional Pasal 27A UU ITE, dengan fokus pada frasa “orang lain,”
untuk menilai implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di lingkungan digital
Indonesia (Ramsi, 2025; Chariansyah, 2025). Tinjauan ini bertujuan untuk mengisi
kesenjangan pengetahuan mengenai ambiguitas hukum dan tantangan penegakan hukum,
menawarkan wawasan untuk menginformasikan reformasi legislatif dan praktik
peradilan (Apandi et al., 2025; Safiranita et al., n.d.). Dengan mensintesis studi doktrinal dan
empiris, ia berkontribusi untuk memajukan kejelasan hukum dan melindungi kebebasan
demokrasi di ruang digital. Sehingga melalui Analisa tersebut dapat ditemukan tafsir
konstitusional atas Pasal 27A UU-ITE 2024, dengan fokus pada frasa “orang lain” dan
implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital untuk menjelaskan bagaimana
interpretasi hukum mempengaruhi hak-hak individu dan wacana demokrasi online. Tinjauan
ini penting karena kata-kata ambigu Pasal 27A telah menghasilkan ketidakpastian hukum
dan kontroversi yang signifikan, berdampak pada keseimbangan antara melindungi reputasi
dan menjaga kebebasan berbicara. Dengan mensintesis studi doktrinal, normatif, dan
berbasis kasus, laporan ini bertujuan untuk memperjelas batas-batas konstitusional dan
pertimbangan hak asasi manusia seputar ketentuan ini. Pada akhirnya, ini berusaha untuk
menginformasikan perdebatan yang sedang berlangsung tentang regulasi hak digital dan
berkontribusi pada rekomendasi untuk reformasi hukum yang menegakkan kepastian hukum
dan kebebasan ekspresif dalam lanskap digital Indonesia yang terus berkembang.

Selain itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mengevaluasi pengetahuan terkini
tentang interpretasi konstitusional frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU-ITE 2024 agar
tidak berpotensi menjadi pasal Karet, pembandingan keputusan yudisial yang ada dan
doktrin hukum yang membahas pembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal
27A, identifikasi dan sintesis kerangka kerja hak asasi manusia yang diterapkan pada
pembatasan ekspresi digital dalam hukum Indonesia, membandingkan implikasi bahasa
Pasal 27A dimaksud dengan standar internasional tentang kebebasan berbicara dan
pencemaran nama baik, untuk mendekonstruksi tantangan dan prospek reformasi hukum
yang bertujuan menyeimbangkan perlindungan individu dan partisipasi demokrasi digital.

Sebab sebagaimana diketahui, cita-cita hukum (das sollen) yang terkandung
dalam UU ITE merupakan cita- cita yang sangat bermanfaat bagi kehidupan
berbangsa masyarakat Indonesia namun pada kenyataannya terdapat banyak pasal
multitafsir yang sering disebut dengan “pasal karet”. Definisi pasal karet adalah pasal pada
suatu peraturan perundang-undangan yang penafsirannya bersifat subjektif yang berasal
dari penegak hukum atau pihak lain yang berkaitan (Siti Wulandari, et al, 2021).

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai kerangka utama,
dan melalui Studi kepustakaan dengan fokus pada penelaahan terhadap regulasi, doktrin
hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan Pasal 27A Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini dipilih karena isu yang
dikaji bersifat konseptual dan berkaitan dengan kejelasan norma, ruang lingkup makna frasa
“orang lain,” serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dalam ruang
digital. Proses penelitian diawali dengan penelusuran literatur hukum secara sistematis,
meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ajaran hukum pidana dan hukum
konstitusi, jurnal akademik, analisis para pakar, serta dokumen resmi pemerintah dan
lembaga independen yang relevan hingga tahun 2024. Penelusuran ini ditujukan untuk
membangun dasar pemahaman konseptual mengenai perumusan norma, ratio legis, serta
perkembangan interpretasi Pasal 27A.

Selanjutnya, penelitian menggunakan analisis yuridis-konseptual untuk menelaah
makna dan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A. Analisis ini mencakup pembahasan
struktur norma, hubungan antara unsur-unsur delik, serta keberlakuan asas-asas
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fundamental seperti lex certa dan kepastian hukum dalam konteks hukum siber. Untuk
menilai arah dan kecenderungan praktik penegakan hukum, penelitian memanfaatkan
pendekatan yurisprudensi melalui pengumpulan dan pengkajian putusan pengadilan yang
berkaitan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun putusan Mahkamah Konstitusi.
Analisis kasus dilakukan guna melihat bagaimana peradilan menafsirkan unsur-unsur delik,
khususnya subjek korban pencemaran nama baik digital, serta bagaimana konsistensi logika
hukum diterapkan dalam praktik.

Di samping itu, penelitian juga menerapkan pendekatan komparatif berbasis standar
hak asasi manusia internasional dengan merujuk pada ICCPR, General Comment No. 34,
serta panduan kebebasan berekspresi dari badan-badan internasional. Pendekatan ini
digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian Pasal 27A UU ITE dengan prinsip-prinsip global
mengenai pembatasan ekspresi, perlindungan reputasi, dan proporsionalitas kriminalisasi.
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan
mengelompokkan temuan berdasarkan isu ambiguitas norma, arah interpretasi peradilan,
problematika implementasi, serta kebutuhan harmonisasi dengan kerangka HAM
internasional. Melalui proses ini, penelitian menyusun gambaran menyeluruh mengenai
persoalan konstitusional, ketidakkonsistenan penegakan hukum, serta urgensi pembaruan
regulasi guna memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kejelasan Hukum dan Ambiguitas Frasa “Orang Lain” dalam Pasal 27A UU ITE

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak dipakai terutama di Negara-negara
yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan Negara yang otoritarian
menjadi Negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai
elemen penting dalam sistem pemerintahan Negara konstitusional modern (A.D. Basniwati,
2014). Berkaca dari kedudukan MK diberbagai yurisdiksi tersebut, maka Indonesia juga
menempatkan Lembaga tersebut sebagai penjaga konstitusi dan penafsir final dan mengikat
atas suatu norma melalui Judicial Review.

Demikian jugan halnya terkait frasa “orang lain”, di mana melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 banyak diapresiasi dalam literatur akademik karena
dinilai mampu mengurangi ketidaktegasan dalam penegakan pasal pencemaran nama baik
berbasis elektronik. Ramsi (2025) mencatat bahwa putusan tersebut berhasil mempersempit
lingkup subjek yang dapat dikategorikan sebagai korban, yakni hanya individu yang secara
langsung mengalami kerugian. Melalui Putusan tersebut MK menyatakanbertentangan
dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas
spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Senada dengan itu,
Chariansyah (2025) menilai bahwa penyempitan ruang lingkup tersebut memperkuat prinsip
lex certa, sehingga aparat penegak hukum memiliki batas yang lebih jelas dalam
memproses laporan pencemaran nama baik. Sementara itu, Haritjahjono dan Sodikin (2025)
melihat keputusan MK sebagai koreksi penting terhadap praktik pemidanaan yang
sebelumnya kerap mengabaikan perlindungan atas kebebasan berekspresi di ruang digital
sehingga meresahkan masyarakat.

Meskipun demikian, problem yuridis tidak sepenuhnya tuntas. Salah satu isu yang
terus menjadi sorotan ialah penggunaan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE. Secara
tekstual, pasal tersebut tidak memberikan uraian eksplisit mengenai siapa saja yang
termasuk dalam kategori “orang lain”. Ketidakjelasan ini memunculkan ruang interpretasi
yang terlalu luas. Apandi et al. (2025) menunjukkan bahwa ambiguitas tersebut membuka
peluang subjektivitas aparat dalam menentukan siapa yang layak dianggap sebagai korban.
Sitanggang et al. (2025) menambahkan bahwa ketidakjelasan definisi ini berpotensi
dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang pada hakikatnya merupakan kritik
terhadap pejabat publik. Bahkan, Situmeang et al. (2023) sudah lebih awal mengingatkan
bahwa formulasi pasal tersebut menciptakan kondisi “pasal karet”, yakni norma hukum yang
elastis dan dapat ditarik sesuai kepentingan pihak tertentu.
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Dari perspektif sosiologis, ketidakjelasan makna “orang lain” tidak hanya
memunculkan masalah dalam praktik penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada
perilaku masyarakat dalam berkomunikasi di ruang digital. Ketika batasan antara kritik sah
dan serangan terhadap kehormatan pribadi tidak ditegaskan dengan baik, masyarakat dapat
mengalami chilling effect, yakni rasa takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir
dapat dipidana. Ini sejalan dengan temuan berbagai studi bahwa ancaman pidana
pencemaran nama baik sering digunakan untuk menghentikan kritik atau diskusi publik yang
sebenarnya sah dan dijamin oleh konstitusi (Apandi et al., 2025; Sitanggang et al., 2025).

Dengan demikian, meskipun putusan MK telah memberikan arah pembaruan,
pekerjaan legislasi masih belum selesai. Agar pasal ini benar-benar operasional dan tidak
merugikan kebebasan sipil, beberapa rekomendasi dapat diajukan: (a) Pendefinisian ulang
subjek “orang lain” secara limitatif, misalnya hanya meliputi individu yang dapat
menunjukkan kerugian personal yang konkret; (b) Pemisahan klarifikasi antara kritik
terhadap kebijakan publik dan serangan terhadap martabat pribadi pejabat, karena pejabat
publik idealnya memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik. (c) Penetapan
parameter kerugian yang objektif, agar proses hukum tidak bergantung pada rasa
tersinggung semata, melainkan pada dampak yang bisa diverifikasi, dan (d) Penajaman
batas antara delik aduan dan delik biasa, sehingga tidak semua laporan dapat langsung
diproses tanpa verifikasi ketat atas legitimasi pelapor.

Upaya untuk melakukan pembaruan tersebut diperlukan agar Pasal 27A UU-ITE
2024 tidak hanya memenuhi prinsip legalitas secara formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-
nilai demokrasi dan perlindungan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan hukum
internasional yang diakui secara global.

B. Dampak pada Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Melalui pembaharuan atas Pasal 27A UU ITE 2024 beserta serangkaian putusan
pengadilan yang mengiringinya dinilai membawa perubahan moderat terhadap perlindungan
kebebasan berekspresi di ruang digital. Terdapat beberapa kajian menilai bahwa koreksi
hukum tersebut memberikan ruang yang lebih aman bagi warganegara untuk
menyampaikan kritik, terutama terkait isu publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal
tersebut sebagaimana menurut Chariansyah (2025) yang menegaskan hal mana
penyempitan cakupan delik pencemaran nama baik memberikan batasan yang lebih jelas
mengenai siapa yang dapat mengajukan laporan, sehingga publik memiliki tingkat kepastian
hukum yang lebih baik ketika menyampaikan kritik. Sejalan dengan itu, Hadi (2025) juga
menilai bahwa perkembangan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
melakukan pengawasan demokratis tanpa rasa takut berlebihan akan risiko kriminalisasi,
khususnya dalam konteks diskusi yang berlangsung melalui platform digital di alam maya.

Namun demikian, tidak sedikit penelitian yang menunjukkan bahwa perbaikan
tersebut belum cukup untuk menghilangkan problem struktural dalam UU-ITE 2024. Banyak
akademisi menyoroti fakta bahwa sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini masih
dipandang terlalu luas dan kabur, sehingga peluang penyalahgunaan tetap besar. Laporan
“EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg...” (2024) menekankan bahwa kriminalisasi atas
ekspresi daring kerap terjadi karena batasan antara kritik sah dan pencemaran nama baik
tidak ditegaskan secara memadai. Hal ini menciptakan kondisi di mana aparat penegak
hukum masih dapat menggunakan pasal tersebut untuk menindak ekspresi yang
sebenarnya merupakan bagian dari wacana demokratis.

Indriasari dan Karman (2025) menambahkan bahwa karakter pasal-pasal tertentu
dalam UU ITE masih tergolong “pasal karet”’, yang menempatkan warga pada posisi rentan,
terutama ketika menyuarakan ketidakpuasan terhadap pejabat atau kebijakan publik.
Rahmadani et al. (2024) mencatat bahwa kondisi ini berdampak langsung pada penurunan
kualitas percakapan publik di media sosial, karena masyarakat memilih untuk membatasi diri
demi menghindari potensi kriminalisasi. Salsabila et al. (2024) juga mengidentifikasi
fenomena self-censorship yang semakin kuat, terutama di kalangan aktivis, jurnalis warga,
dan pengguna yang aktif membahas isu-isu politik.
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Dengan demikian, meskipun terdapat langkah progresif dalam konteks yurisprudensi,
pelemahan terhadap kebebasan berekspresi masih terjadi akibat ketidakjelasan batas
antara kritik sah dan pelanggaran hukum. Dalam konteks demokrasi digital, ambiguitas
tersebut dapat menghambat partisipasi publik, membatasi keberanian warga dalam
memberikan umpan balik terhadap pemerintah, dan akhirnya memperlemah fungsi ruang
digital sebagai arena deliberasi publik. Oleh karena itu, literatur sepakat bahwa reformasi
hukum yang lebih komprehensif masih dibutuhkan agar kebebasan berpendapat di dunia
maya dapat terlindungi secara efektif dan tidak bergantung semata-mata pada interpretasi
peradilan.

C. Keselarasan dengan Norma Hak Asasi Manusia Internasional

Sejumlah penelitian mengamati bahwa arah interpretasi yudisial terhadap Pasal 27A
UU-ITE 2024 dan ketentuan terkait dalam UU ITE menunjukkan tren yang semakin beririsan
dengan standar hak asasi manusia internasional. Dalam beberapa putusan terbaru,
pengadilan secara lebih sadar menempatkan prinsip-prinsip konstitusional dan ketentuan
internasional-khususnya yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR)-sebagai acuan dalam menilai batas kebebasan berekspresi. Chariansyah
(2025) misalnya, menyoroti bahwa pertimbangan yudisial mulai menekankan prinsip
kepentingan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas, yang merupakan parameter utama
pembatasan hak menurut ICCPR. Senada dengan hal itu, Pasaribu (2024) menilai bahwa
kecenderungan ini mencerminkan pergeseran penting dalam praktik peradilan nasional
menuju harmonisasi dengan norma global, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak
sipil di era digital.

Walaupun arah interpretasi menunjukkan kemajuan, kerangka hukum UU ITE secara
keseluruhan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Literatur
kritis menegaskan bahwa sejumlah norma dalam undang-undang ini masih memuat
pembatasan yang tidak dirumuskan secara ketat. Laporan “EIT Law at the Crossroads:
Exploring Leg...” (2024) menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan batasan dalam pasal-pasal
tertentu membuka peluang tindakan yang tidak proporsional terhadap kebebasan
berekspresi. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan yang kabur dan tak terukur
bertentangan dengan standar ICCPR yang menuntut formulasi yang presisi serta
perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh pemerintah.

Pasaribu (2024) juga menunjukkan bahwa ketegangan antara hukum domestik-
khususnya UU ITE-dan komitmen internasional Indonesia masih belum terselesaikan karena
tidak adanya jaminan yang eksplisit atas hak kebebasan berekspresi dalam konteks digital.
Kondisi ini diperparah oleh temuan Raskasih (n.d.), yang menilai bahwa kerangka hukum
nasional tidak selalu memberikan mekanisme korektif yang memadai untuk mencegah
praktik-praktik yang dapat menghambat partisipasi publik yang sah. Ketidakselarasan ini
menyebabkan munculnya ketegangan struktural yang terus berulang: di satu sisi ada upaya
harmonisasi melalui putusan peradilan, tetapi di sisi lain terdapat hambatan normatif di
tingkat undang-undang yang belum direvisi secara komprehensif.

Karena itu, meski perkembangan yudisial memberi sinyal positif, literatur akademik
menegaskan perlunya reformasi legislasi yang lebih mendasar. Upaya tersebut diperlukan
agar batasan terhadap kebebasan berekspresi diatur dengan standar proporsional, jelas,
dan sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak ICCPR. Reformasi demikian
tidak hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan
publik terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital.

D. Tantangan Penegakan dan Aplikasi Peradilan

Upaya perbaikan penegakan hukum dalam konteks UU ITE sebenarnya telah
dilakukan melalui penerbitan sejumlah pedoman resmi, termasuk Keputusan Bersama
(SKB) mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3). Dokumen pedoman tersebut dimaksudkan
sebagai instrumen untuk mereduksi kerancuan tafsir dan memberikan arah yang lebih jelas
bagi aparat penegak hukum. Nugroho (2024) memandang langkah ini sebagai upaya
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sistematis untuk mengurangi ketimpangan penegakan di lapangan. Sementara itu,
Ramadhani et al. (2022) serta Veres (2022) menggarisbawahi bahwa keberadaan pedoman
seperti SKB berpotensi mendorong konsistensi dalam proses penyidikan dan penuntutan,
sekaligus membantu aparat memahami batasan antara kritik yang sah dan penghinaan yang
dapat dipidana.

Namun demikian, implementasi pedoman tersebut ternyata belum dapat
menuntaskan persoalan ketidakpastian penegakan. Berbagai catatan yudisial menunjukkan
bahwa sejumlah putusan pengadilan justru menyimpang dari protokol dan standar yang
telah digariskan. Asis (2024) menyoroti beberapa kasus di mana hakim mengambil
penalaran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman SKB,
sehingga menghasilkan putusan yang inkonsisten. Zhafira et al. (2023) juga menunjukkan
bahwa inkonsistensi tersebut membuat masyarakat sulit memprediksi hasil penyelesaian
perkara, yang pada gilirannya mengurangi rasa percaya terhadap proses hukum. Bahkan
Situmeang et al. (2023) mencatat bahwa perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan sering
kali melahirkan putusan yang saling bertentangan, menciptakan fragmentasi yurisprudensi
dan melemahkan kepastian hukum.

Selain persoalan teknis dalam penegakan, literatur menggarisbawahi adanya
hambatan kultural di tubuh institusi penegak hukum. Chariansyah (2025) menyatakan
bahwa beberapa aparat belum sepenuhnya menginternalisasi semangat reformasi yang
dibawa oleh perubahan regulasi maupun interpretasi yudisial terbaru. Tanpa perubahan
budaya organisasional, aparat cenderung kembali pada praktik lama yang represif dan tidak
selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi. Hambatan kultural ini menjadi
faktor signifikan yang menjelaskan mengapa pedoman formal belum cukup untuk
menciptakan konsistensi penegakan.

Dengan demikian, tantangan penegakan UU-ITE 2024 tidak hanya terletak pada
kualitas regulasi, tetapi juga pada sejauh mana perubahan tersebut dapat
diimplementasikan secara sistematis dalam praktiknya. Sehingga tercapai kepastian hukum
yang berkelanjutan, dibutuhkan bukan hanya pedoman teknis, tetapi juga komitmen antar
kelembagaan terkait untuk memperbarui pola pikir, memperkuat akuntabilitas, dan
mengembangkan kapasitas aparat agar selaras dengan perkembangan hukum dan norma
hak asasi manusia dalam penegakannya.

E. Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia dan Pertimbangan Etis

Berdasarkan berbagai kajian akademik menyoroti pentingnya menempatkan Pasal
27A UU-ITE 2024 dalam kerangka hak asasi manusia dan etika komunikasi digital.
Pendekatan ini menekankan bahwa regulasi mengenai pencemaran nama baik tidak dapat
dipisahkan dari prinsip-prinsip fundamental seperti perlindungan kebebasan berekspresi,
keadilan prosedural, dan proporsionalitas. Ramadhan (2024) menegaskan bahwa
penafsiran pasal tersebut seharusnya memperhatikan hak-hak digital sebagai bagian dari
HAM modern, baik dalam konteks partisipasi publik maupun akses terhadap informasi.
Pasaribu (2024) menambahkan bahwa integrasi kerangka HAM diperlukan untuk
memastikan bahwa pembatasan terhadap ekspresi tidak melewati batas yang dapat
mengancam kehidupan demokratis. Sementara itu, Harahap et al. (2025) menekankan
bahwa interpretasi yang selaras dengan norma etika akan menuntut aparat hukum untuk
mempertimbangkan konteks sosial, maksud pembuat pernyataan, serta dampak yang
ditimbulkan, sehingga hukum tidak diterapkan secara kaku ataupun represif.

Namun, dalam praktik empiris, rezim hukum saat ini belum sepenuhnya mampu
menangkap kompleksitas etika dalam komunikasi digital. Muslim dan Solapari (2024)
menilai bahwa sejumlah ketentuan UU-ITE 2024 masih memungkinkan tindakan yang dapat
menghambat kritik sah, terutama ketika ekspresi tersebut ditujukan untuk mengawasi
kebijakan publik atau pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa batas etis antara
perlindungan reputasi dan pelestarian ruang kritik belum dirumuskan secara memadai.
Salsabila et al. (2024) juga menyoroti bahwa kurangnya keseimbangan antara kebebasan
berekspresi dan tanggung jawab digital dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan
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instrumen hukum untuk kepentingan tertentu, sehingga mengikis nilai-nilai demokrasi.
Harahap et al. (2025) memperkuat kritik ini dengan menyatakan bahwa tanpa standar etis
yang jelas, aparat dan pengadilan berpotensi memaknai ekspresi digital secara berlebihan
sebagai tindakan melawan hukum, padahal konteksnya mungkin merupakan bentuk
advokasi atau partisipasi publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada struktur
hukum formal, tetapi juga pada bagaimana norma-norma etis dipahami, diajarkan, dan
diintegrasikan ke dalam proses penegakan. Diperlukan upaya sistemik untuk memperkuat
literasi digital, menanamkan etika komunikasi, serta mengedepankan prinsip harmoni antara
kebebasan dan tanggung jawab. Dalam kacamata HAM, regulasi seharusnya tidak
mematikan ruang kritik, melainkan menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan
kondusif bagi demokrasi.

F. Pendekatan Hukum Komparatif dan Normatif

Kajian komparatif antara UU-ITE 2024 dan sistem hukum internasional yang
diterapkan dalam tataran global, membuka ruang refleksi penting mengenai perancangan
regulasi terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian seharusnya dirancang di era
digital. Banyak literatur menegaskan bahwa negara-negara dengan perlindungan kuat
terhadap kebebasan berekspresi cenderung menetapkan definisi yang ketat dan terbatas
bagi kedua kategori tersebut. Haritjahjono dan Sodikin (2025) menunjukkan bahwa
pembatasan yang sempit, misalnya hanya mencakup serangan yang benar-benar
menyebabkan kerugian serius, mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan
reputasi dan hak publik untuk memberikan kritik. Situmeang et al. (2025) menambahkan
bahwa praktik-praktik internasional juga menekankan pentingnya membedakan Kkritik
terhadap pejabat publik dari serangan personal, suatu standar yang masih belum jelas
diterapkan dalam konteks Indonesia. Hal senada disampaikan oleh Safiranita et al. (n.d.),
yang mencatat bahwa negara-negara dengan tradisi demokratis mapan menggunakan
parameter yang objektif dan transparan untuk menentukan batas kebebasan berekspresi,
sehingga mencegah kriminalisasi berlebihan.

Walaupun analisis komparatif terlihat menggambarkan arah yang menjanjikan,
pendekatan hukum normatif mengungkapkan berbagai tantangan struktural yang
menghambat realisasi standar internasional tersebut dalam praktik nasional. Laporan “EIT
Law at the Crossroads: Exploring Leg...” (2024) menyoroti adanya kesenjangan yang lebar
antara prinsip yang dirumuskan secara teoritis dalam regulasi maupun pedoman, dan
implementasi nyata yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Harsya (2025)
menambahkan bahwa reformasi UU ITE tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan
pesat komunikasi digital; sementara teknologi bergerak dinamis, perubahan hukum berjalan
lambat dan sering kali reaktif. Safiranita et al. (n.d.) menekankan bahwa ketertinggalan
regulasi ini menyebabkan mandat hukum tidak lagi mampu menangkap kompleksitas
fenomena digital seperti viralitas, disinformasi, dan algoritma, sehingga ketentuan yang ada
berisiko menghasilkan tindakan represif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokratis.

Berbagai kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat
hanya bergantung pada pembaruan teks perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan
pemutakhiran paradigma baik secara filosofis dan sosiologis, pembelajaran dari praktik
internasional yang baku, dan kesesuaian dengan dinamika perkembangan teknologi. Tanpa
langkah-langkah tersebut, idealisme normatif akan terus tertinggal dari realitas lapangan,
dan UU-ITE 2024 yang akan menjadi Pasal dalam KUHP Nasional 2023 akan tetap
dipandang sebagai instrumen yang kurang adaptif terhadap ekosistem digital yang
berkembang cepat.

G. Prospek Reformasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan (Versi Direvisi &
Diperkaya)

Kajian berbagai literatur menunjukkan adanya dorongan kuat terhadap perlunya

reformasi Pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 yang akan bertransformasi kedalam UU
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Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berlaku Januari 2026. Para peneliti menilai
bahwa pasal tersebut tetap membutuhkan penyempurnaan mendasar, terutama dalam
mengatasi ambiguitas normatif melalui definisi yang lebih tegas dan sejalan dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia selaras dengan tafsir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut. Usulan reformasi ini juga mencakup pembentukan mekanisme implementasi yang
lebih konsisten, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama
lintas pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan sosialisasi kebijakan
(Haritjahjono & Sodikin, 2025; Ramadhan, 2024; Harahap et al., 2025), dan termasuk
dilakukannya penegakan hukum Restoratif terhadap profesi tertentu yang rawan
dikriminalisasi.

Namun, meskipun kebutuhan akan perubahan telah diakui secara luas di berbagai
studi, realisasi reformasi masih menghadapi hambatan serius. Intervensi politik dan
kelembagaan, serta kepentingan tertentu yang mengakar dalam proses legislasi dan
penegakan hukum, menjadikan perubahan substantif sulit dicapai dalam penegakannya.
Sehingga berdampai terhadap risiko berkelanjutan berupa pembatasan kebebasan digital,
potensi kriminalisasi yang berlebihan, serta tergerusnya ruang partisipasi demokratis di
ruang publik digital sehingga tidak berkeadilan (Ningrat & Nulhagim, 2023; Ifan et al., 2025;
Afisa et al., 2024).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan, kajian terhadap Pasal
27A UU-ITE 2024 menunjukkan bahwa problem utama regulasi ini bukan hanya terletak
pada aspek teks normatifnya, tetapi juga pada cara pasal tersebut diinterpretasikan serta
diimplementasikan dalam praktik. Ambiguitas frasa “orang lain” menjadi akar persoalan yang
melahirkan ketidakpastian hukum, membuka ruang tafsir yang terlalu luas, dan pada
akhirnya berpotensi mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 yang menyatakan frasa “orang lain”
bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang
dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”, memang
telah memberikan perbaikan penting dengan mempersempit cakupan subjek delik
pencemaran nama baik hanya pada individu yang dapat diidentifikasi secara jelas. Namun,
koreksi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan multitafsir dalam pasal,
terutama pada tingkat implementasi. Hasil literatur menunjukkan bahwa penyalahgunaan
pasal ini masih mungkin terjadi, terutama ketika aparat penegak hukum tidak menerapkan
standar proporsionalitas, kebutuhan, dan legalitas sebagaimana diwajibkan dalam prinsip
HAM internasional. Di sisi lain, publik turut mengalami chilling effect, yakni kecenderungan
membatasi diri dalam berpendapat karena adanya potensi kriminalisasi.

Sementara itu, upaya harmonisasi dengan standar hak asasi manusia dalam tataran
internasional, khususnya ICCPR, sudah mulai terlihat dalam yurisprudensi. Namun,
harmonisasi tersebut belum diikuti oleh perbaikan menyeluruh dalam desain regulasi
maupun penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Kondisi ini menandakan bahwa
reformasi UU ITE membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada
perubahan bunyi pasal, tetapi juga pada pembaruan paradigma penegakan dan etika
komunikasi digital. Secara keseluruhan, Pasal 27A masih memiliki jarak antara tujuan
hukumnya melindungi martabat individu dan realitas penerapannya yang berpotensi
mengekang ruang demokrasi digital. Reformasi terhadap pasal ini menjadi kebutuhan
mendesak agar kepastian hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, dan
penghormatan terhadap hak digital dapat berjalan seimbang dalam sistem hukum Indonesia.
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